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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana  yang merupakan salah satu dari lima alat bukti sah dalam peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat digunakan hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa dan memberikan keputusan hukuman. Namun, keterangan terdakwa tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan, melainkan harus didukung oleh alat bukti sah lainnya dan disertai keyakinan hakim.

Akibat  hukum pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan dalam sistem peradilan pidana  memiliki akibat hukum bergantung pada penilaian hakim terhadap alasan pencabutan. Jika pencabutan diterima karena alasan logis dan terbukti, BAP penyidikan tidak dapat digunakan, dan keterangan terdakwa di persidangan menjadi alat bukti. Namun, jika pencabutan ditolak, BAP penyidikan tetap dapat digunakan, sementara keterangan terdakwa di persidangan menjadi tidak bernilai sebagai alat bukti. 

Implikasi  pencabutan BAP oleh terdakwa di muka persidangan terhadap putusan akhir akan memengaruhi kekuatan BAP sebagai alat bukti, tergantung pada keputusan hakim untuk menerima atau menolaknya. Jika pencabutan diterima hakim, BAP akan dianggap tidak benar dan tidak bisa digunakan dalam pembuktian di persidangan; justru keterangan terdakwa di persidangan yang akan dinilai memiliki nilai kebenaran. Jika pencabutan ditolak hakim, BAP tetap sah dan bisa digunakan untuk pembuktian, sedangkan keterangan di persidangan tidak memiliki nilai.

Saran

Dalam sistem peradilan pidana kebenaran yang hendak ditentukan adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil sangatlah sulit untuk dibuktikan ketika salah satu pihak menyembunyikan atau menyampaikan hal yang berlawanan dengan fakta yeng terjadi. Saran penulis dalam hal ini adalah kepada pihak terdakwa untuk menggunakan kesempatannya yang dibenarkan oleh KUHAP dalam hal mencabut BAP secara bijak karena kebebasan mengutarakan kerangan bukanlah kebebasan untuk memberikan kebohongan. 
Untuk hakim yang mengadili kasus dimana terjadi pencabutan BAP oleh terdakwa, agar sebelum memutuskan suatu perkara hakim haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan juga agar tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan agar tidak terjadi ”wrongly imprisonment” atau penjatuhan pidana yang keliru.
Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti dan mengenai kekuatan pembuktian hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak juga hakim hendaknya melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.
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